
5. Undang-Undang ... 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun I 997 Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688)~ 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048): 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62~ 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

Mengingat 

WALIKOTA MAGELANG, 

a tahwa dengan ada~ya Kebijakan Pemerintah Pusat dan at.au Pemerintah 
aerah yan~ bersifat strntegis/penyesuaian akibat ridak tercapainya 

target penenmaan daerah yang ditetapkan/terjadi kebutuhan yang 
mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum APBD telah dilakukan 
perubahan dan telah disepakati pada tanggal l O Agustus 2006 serta 
Keputusan Walikota Magelang Nomor 903/52131 O tanggal 14 Agustus 
2006 tentang Strategi dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara 
APBD; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2006~ 

l. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 
Tengah dan Jawa Barat; 

Menimbang 

TENT ANG 

PERUBAIIAN ANGG 
ARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
T Alf UN ANGGARAN 2006 

DEN GAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

.. 

'PEMF.RlNT , All KOTA MAGF.LANG 

PERATURAN DAERA11 KOTA MAGELANG 
NOMOR 5 T A11UN 2006 

/ 
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15. Peraturan ... 

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan 
Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

]4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4027); 

I 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerint:ahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor J Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
l 08. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548)~ 

to. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan 
Pengel~Jaan dan Tanggungjawab Keungan Negara (Lernbaran Negara 
Republtk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); • 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421 ); 

5. Undang-\Jnd:ln 
ynno n h ' g Nomor 28 Tahun I 999 tentang Pcnyelenggara Negara 

(', r.-, dnn 11ch d · · (' crnba Ncgnra R.c n~ an Knrupsi, Kolusi dan Ncponsme ~"' ran 
Lembnrn Juhlik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

n cgnra Rcpublik Indonesia Nomor 385 I); 
6. Undang-Und 

n -mb ang Nomor I 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
,~ aran Neon R . . 47 Tarnbahan Lem gara epublik lnd~nes,a Ta.hun 2003 Nornor • 

baran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
1. Undang-Und 

Kedud k ang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan u tan M · li Rak nJc ts Pcrmusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Da yn~~ Dewan f>cnvakilan Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
T~~ah~~rnbaran Negara Rcpubli~ lndoncsi~ Tahun 2003 Nomor 92, 

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 43 JO); 
8· 

~d~g-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
Tam~:n Negara Republik Ind?nesia T~un 2004 Nomor 5, 

n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

9· Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389); 
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Dengan ... 

22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor l Tahun 2006 tentang 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Ang~ran 2006 
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor l , Sen A No. I); 

23 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
· Pembentuk.an Dana Cadangan Pembangunan Stadion Madya Kota 
Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 21, 
Seri E No. 17); 

21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok 
Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2004 Nomor 10, Seri E 
No.7); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor J 37, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturnn Pe . 
Kenan K mcnntah Nomor I 09 Tahun 2000 tcntang Kedudukan 
Rcpul)~n ln cpata .oacrah dan Wakil Kepala Dacrah (Lcmbaran Negara 
Negara R do~cs,a Tahun 2000 Nomor 21 O, Tambahan Lembaran 

epubhk Indonesia Nornor 4028); 

16. Peraturan Pe . (Le b menntah Nomor 65 Tahun 200 J tentang Pajak Daerah 
T ";,!rnn Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 

am an Lembarnn Negara Republik Indonesia Nomor 4038); 
17· 

~~ra~ran Pemerintah Nornor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
T ";, ~ran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 

am a an Lembaran Negnra Republik Indonesia Nomor 4039); 

I 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebaga1mana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
clan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tarnbahan Lembaran , 
Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
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4. Lampiran ... 

Uraian Jebih Janjut Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah 
sebagaimana dirnaksud dalam PasaJ I, tercantum da1am Lampiran Peraturan 
Daerah ini yang terdiri dari : 
J. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Dae rah; 
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut 

Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat 
Daerah; 

Paul 2 

Rp. 8.482.848.000J)O J umlah Pembiayaan setelah Perubahan 

a Penerimaan 
l)Semula Rp. 15.000.000.000 00 
2)Bertambah Rp. 33.320.375.ooo:oo 
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 48.320.375.000,00 

b. Pengeluaran 
l)Semula Rp. 36.819.118.000,00 
2)Bertambah Rp 3.018.409.000,00 
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 39.837.527.000,00 

Rp. (8.482.848.000,00) Defisit setelah Perubahan 

3. Pembiayaan: 

2. Belanja 

a. Semula 
b. Bert b h Rp.250.027.897.000,00 
, 1 am a . Rp. 39. 105.356.000,00 

umlah BelanJa setelah Perubahan Rp.289. 133.253.000,00 

Pasal l .. 
An~garan Pendapatan dan . 
berJ.umJah Rp.286.&4? 015 BelanJa Daerah Tahun Anggaran 2006 sernula 
seh1ngga menjadi Rp 328 9~go,oo bertambah sejumlah Rp.42.123.765.000,00 
1. Pendapatan · · .780.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a Semula 
b. Bertambah Rp.271 .847.015.000,00 

JumJah Pen Rp. 8.803.390.000,00 
dapatan setelah Perubahan Rp.280.650.405.000,00 

l>cn~11n p • 
DEW Cl"'S('tuJuan Bcr!Ulma 

AN PERW A 1<11 A 
~ N RAKYAT DAERAn KOTA MAGELANG 

WA din 
Lll<OTA MAGF.LANG 

1\1 EM U11J S1<A N : 
PERATtJRAN D 
PERUBARAN A AERAtt ROTA MAGELANG TENTANG 
DAERAn TAIIUNNAGNGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA 

GCARAN 2006. 

. . 
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LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG 
AHUN 2006 NOMOR 22 

Seri A No. 5 

Orsi URASMONO MM 
P bina Utama Muda 

NIP. 010 072 030 

Diundangkan di Magelang 
pada tanggal 28 r 2006. 

SEKRETARIS ERAH KOTA MAGELANG 

H. FAHRIYANTO 

WALIKOTA MAGELANG 

Ditetapkan di Magelang 
pada tanggal 28 September 2006. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 
Magelang. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota rnenetapkan Peraturan 
Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

Pasal 4 

Lampiran-lampiran scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 merupalcan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Pcraturan Daerah ini. · 

Pasal 3 

Daflar P1111anft Dacrah, 
Daflar lnvcstast ( Penycrtaan ) Dacrah , 
Daflar Dana ( 'ndang~n , 
Daflar lJtang atau Piruaman Daerah , 
Ncraca Dacrah 1 ahun Anggaran yang lalu dan; 
Daftar Rckapitulasi Belanja Menunrt Bidang 
Kewenangan, Unit Organisasi, Program clan Kegiatan. 

4 1 ampiran TV 
5 Larnprmn V 
6. Lnmpirnn vt 
7 l.amprmn vn 
8 Larnpiran VIII 
9. Lampiran TX 
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